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	1. PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN
Jepara,  Mei 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
 





	5. DASAR HUKUM :  Pembaharuan Kerangka Regulasi
UU No 5/2014 ttg ASN
Pasal 43-46, pasal 70
PP 17/2020 ttg Perubah
an PP 11/2017 ttg
MANAJEMEN PNS
Pasal 203-225 ttg
Pengembangan Kompetensi
Perpres 57/2013 ttg LAN
(Perpres 79/2018 ttg LAN)
PerLAN 10/2018
Pengembangan Kompetensi PNS
PerLAN 8/2018
Pengembangan Kompetensi PNS
melalui e-learning
 




	8. KOMPETENSI SDM BERUBAH
EFISIENSI:  SDM, PERJALANAN,
INFRASTRUKTUR
CARA KERJA CEPAT
MANAJEMEN KINERJA DAN PRODUKTIVITAS
PENGGUNAAN IT YANG MASIF
BIROKRASI
DI ERA
4.0
 


	9. Kebutuhan SDM di  Era New Normal
Dukungan SDM Dalam E-Learning
Sumber Daya Manusia
a. Web & Security Support
b. IT/Networking System Support
c. Administrator
d. Instructional Designer
e. Instructional Media Developer
f. Widyaiswara
g. Penyelenggara
 


	10. UU No. 5  TAHUN 2014
Roh UU ASN adalah Merit System
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 


	11. SISTEM MERIT
Kebijakan dan  Manajemen ASN yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil
dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang
politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis
kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi
kecacatan (UU No. 5 Tahun 2014 ttg ASN: Pasal 1,
butir 22).
 



	13. JABATAN ASN
Jabatan adalah  kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil dalam suatu
satuan organisasi.
1. Jabatan PimpinanTinggi (Utama, Madya, Pratama).
2. Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas,
Pelaksana)
3. Jabatan Fungsional
Keahlian: Utama, Madya, Muda, Pertama,
Keterampilan: Pemula,Terampil, Mahir, Penyelia.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
 


	14. PENGEMBANGAN KARIER
(MERIT SISTEM)
•  Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
• Pengembangan karier PNS dilakukan dengan mempertimbangkan
integritas dan moralitas.
 


	15. TUJUAN UU ASN
•Meningkatkan:
•  Independensi dan Netralitas
• Kompetensi
• Kinerja/ Produktivitas Kerja
• Integritas
• Kesejahteraan
• Kualitas Pelayanan Publik
• Pengawasan Dan Akuntabilitas
ASN
Pola Karir
Nasional
Pola Karir
Instansi
Pengisian
Jabatan
Terbuka &
Kompetetif
Competence
 


	16. Closed
Career
System
Open Career
System
Open System
TRANSFORMASI  SISTEM KEBIJAKAN
DAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL
NEGARA
2013
2019
2025
 


	17. ISU KOMPETENSI &  MERIT SISTEM ASN
Fungsi pegawai
ASN:
Pelaksana
Kebijakan
Publik;
Pelayanan
Publik
Perekat
persatuan dan
kesataun
Jabatan
pegawai ASN :
Pimpinan
Tinggi
Administrasi
Fungsional
Syarat
Kompetensi
DIKLAT
KOMPE
TENSI
JPTU
JPTM
JPTP
JATOR
JAWAS
JAMLA
JF-
KAL
JF-
KTR
 


	18. PENGEMBANGAN KOMPETENSI
1. Instansi  Pemerintah wajib menyusun rencana
pengembangan kompetensi tahunan yang
dituangkan dalam rencana kerja anggaran
tahunan instansi.
2. Perencanaan pengembangan kompetensi untuk
mewujudkan profesionalitas ASN dengan
mempertimbangkan kebutuhan individu pegawai
dan kebutuhan umum organisasi dengan sistem
perencanaan yang rasional, holistik (terintegrasi),
terarah, efektif dan efisien.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
 


	19. A
B
C
SK
SK1
SK-1
KURVA PENGEMBANGAN
KOMPETENSI APARATUR
SK  : standar kompetensi
A : Pegawai sudah sesuai dengan standar kompetensi jabatannya ➔ rotasi, pelatihan.
B : Pegawai mempunyai kompetensi lebih tinggi dari standar kompetensi ➔ promosi (tallent pool)
C : Pegawai mempunyai kompetensi lebih rendah dari standar kompetensi jabatan ➔ pelatihan.
 


	20. KOMPETEN &
KUALIFIKASI SESUAI
DIPERTAHANKAN
KOMPETEN  NAMUN
KUALIFIKASI TIDAK SESUAI
DIKLAT/MUTASI
TIDAK KOMPETEN
NAMUN
KUALIFIKASI SESUAI
DIKLAT KOMPETENSI
TIDAK KOMPETEN &
KUALIFIKASI TIDAK SESUAI
PENSIUN DINI
PETA KUALIFIKASI & KOMPETENSI PEGAWAI ASN
KOMPETEN
TIDAK KOMPETEN
KUALIFIKASI
SESUAI
KUALIFIKASI
TIDAK
SESUAI
 


	21. KOMPETENSI
TEKNIS
KOMPETENSI
MANAJERIAL
KOMPETENSI
PEMERINTAHAN
KOMPETENSI
SOSIO KULTU
RAL
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI ASN
KEBUTUHAN  DAERAH
PROGRAM PRIORITAS DAERAH
VISI MISI KEPALA DAERAH
PENGEMB KOMPETENSI SDM ASN
DAERAH
❑ HARUS
SEJALAN
❑ TIDAK
BERTENTANGAN
❑ ADA SINERGI
 


	22. KOMPETENSI
TEKNIS
KOMPETENSI
MANAJERIAL
KOMPETENSI
PEMERINTAHAN
KOMPETENSI
SOSIO
KULTURAL
KOMPETENSI ASN
UU No.  5 THN 2014 TTG ASN
UU No. 23 THN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
HARUS PROPORSIONAL
 


	23. 3 (tiga) jenis  kompetensi yang perlu dikuasai oleh ASN agar
dapat mendorong proses pembangunan nasional, meliputi :
1. Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan
spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional
dan pengalaman bekerja secara teknis;
2. Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat
pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan
pengalaman kepemimpinan; dan
3. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari
pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga
memiliki wawasan kebangsaan.
 


	24. Standar
Kompetensi
Kebutuhan
Pengembangan
Kompetensi
MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM
PENGEMBANGAN  KOMPETENSI
Peta Penilaian
Kompetensi
Program Pengembangan
Kompetensi
Metode
Pengembangan
Kompetensi
Analisis Gap
Kompetensi
Asessment
Competencies
1
8
3
7
6
4
2
5
7a
2
 


	25. PENDIDIKAN
pelatihan klasikal:
(pelatihan, seminar,  kursus, workshop,
bimbingan teknis, dan/atau penataran)
pelatihan non klasikal
(bimbingan di tempat kerja/ coaching
dan mentoring ditempat kerja,
pelatihan jarak jauh dengan system e-
learning, magang, dan pertukaran
pegawai)
• pendidikan formal dengan
pemberian tugas belajar
PELATIHAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
 


	26. Manajemen Puncak :
•Kebijakan  & Prosedur
•Pengendalian Prosedur
Diklat
Unit Kepegawaian :
Menyediakan tenaga
terampil
Pegawai :
•Minat kerja lebih baik
•Minat untuk
berkembang
Atasan Langsung :
•Pemberian kesempatan
yang cukup
•Mendorong untuk
berkembang
TANGGUNG
JAWAB
PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
 


	27. PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
1.  Pelatihan Dasar Calon PNS (Gol I/II dan Gol III)
(CPNS berdasarkan formasi jabatan yang dilamar)
2. Pelatihan Kepemimpinan: (I, II, III, IV)
(Utama, Madya, Pratama, Administrator, dan
Pengawas).
3. Pelatihan Teknis
(Semua ASN dalam Jabatan)
4. Pelatihan Fungsional
(Semua ASN dalam jabatan Fungsional)
 


	28. Badan Pengembangan Sumber  Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah
Sekian
&
Terima kasih
 


	29. Penguatan Budaya Kerja  dan Employer Branding
Sebagai Bagian dari Strategi Akselerasi Transformasi
SDM Aparatur dalam mendukung Reformasi Birokrasi
Kedeputian SDMA
 


	30. Momentum Percepatan Transformasi  ASN 27 Juli 2021
 


	31. Agenda
3
Pengantar
Arsitektur Human Capital
Strategi  6 P
Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding
What’s next?
Diskusi
 


	32. 4
Stroke of The  Pen
Behavior Change!
 


	33. N = 15,466
Alasan  awal bergabung menjadi ASN
 


	34. Employee Retention
87.3%
64.1%
9.9%
12.5%
9.2%
33.1%
32.4%
12.1%
22.4%
73.3%
73.3%
12.2%
8.8%
Engagement ini  tentunya luar biasa bagus…..
kalau kinerja ASN juga bagus!
 


	35. 7
which, in turn,  creates the
results we Get.
How we See the world. . .
Hasil ditentukan oleh perilaku
dan perilaku ditentukan oleh paradigma
(mindset)
Sumber: FranklinCovey
determines what we Do. . .
Basic Change Model
 


	36. 8
How we See  . . .
Sebagai ASN saya sih aman
sampai pensiun, K/L/D tempat
saya bekerja tidak bakal bubar.
PGPS?
Sumber: FranklinCovey
Basic Change Model
The results we Get..
Birokrasi yang kurang
profesional
What we Do. . .
Saya bekerja secukupnya aja, nggak
usah terlalu ngoyo, yang penting
ada sampingan atau koneksi
Mindset Sebagian ASN saat ini
 


	37. 9
How we See  . . .
Keberlangsungan karir
saya sebagai ASN sangat
ditentukan oleh kinerja dan
kapasitas saya
Sumber: FranklinCovey
Basic Change Model
The results we Get..
Birokrasi yang profesional
What we Do. . .
Saya akan berusaha untuk berkinerja
baik dan belajar keras untuk
meningkatkan kapasitas saya
Jika mindset berhasil dirubah
 


	38. BIROKRASI BERKELAS DUNIA
2024
Tantangan  Dunia yang
semakin VUCA dengan Triple
Disruption:
▪ Technology (Revolusi Industri 4.0
dan Era Society 5.0
▪ Millennials
▪ Pandemic Covid-19
Perubahan:
▪ Mindset dan Kepemimpinan
▪ Proses dan Sistem
▪ Output, Layanan dan Budaya
Kerja
1. Transformasi:
▪ Struktural
▪ Kultural
▪ Digital
2. Adaptasi:
▪ Kebijakan
▪ Kompetensi
3. Adopsi:
▪ Sistem
▪ Teknologi
10
Perlu Arsitektur Human Capital, Langkah Strategis dan
Rencana Eksekusi yang bisa mengakselerasi
transformasi SDMA
Transformasi, Adaptasi, Adopsi : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia di 2024
 


	39. RULE BASED
BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
DYNAMIC
GOVERNANCE
2013
2018
2024
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN
SDM
PENGEMBANGAN
POTENSI  HUMAN
CAPITAL
PENGELOLAAN SDM APARATUR BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI
 


	40. 12
Arsitektur Human Capital
  


	41. EVP
Arsitektur Human Capital
  


	42. 1. Terbukanya kesempatan  mengembangkan diri (belajar)
2. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan karir
3. Kesejahteraan melalui sistem reward & recognition (pengakuan dan
penghargaan) yang adil
4. Adanya rasa bangga untuk berkontribusi dalam melayani bangsa
Ekspektasi Talent Menjadi ASN
 


	43. 1. Menghasilkan kinerja  yang mendukung pencapaian tujuan organisasi
2. Terus belajar dan mengembangkan kompetensi untuk mendukung
pelaksanaan strategi organisasi
3. Menunjukkan perilaku sesuai dengan budaya organisasi
4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
Ekspektasi K/L/D dalam Merekrut Talent
 


	44. Employee Value Proposition  adalah titik temu dari :
Memberi pengakuan &
penghargaan yang adil
Membuka kesempatan
belajar secara luas
Membuka kesempatan
untuk berkarir
Meningkatkan kinerja
secara terus menerus
Selalu belajar untuk
meningkatkan Kapasitas
Menyesuaikan perilaku
dengan core value
Ekespektasi K/L/D dan
Komitmen ASN
Ekspektasi ASN dan
Komitmen K/L/D
 


	45. 17
Employee Value Proposition  ASN adalah Employer Branding ASN :
“Bangga Melayani Bangsa”
 


	46. Pentingnya memberikan pelayanan  prima kepada masyarakat
18
 


	47. EVP
EVP
Arsitektur Human Capital
  


	48. EVP
EVP
Arsitektur Human Capital
Reward  &
Recognition
Talent &
Succession
Learning &
Development
 


	49. 21
Strategi 6P
  


	50. 22
6
PENGUATAN
PLATFORM
TEKNOLOGI
& ANALITIK
PERCEPATAN
PENINGKATAN
KAPASITAS
SDMA
6P
PENGEMBANGAN
T A  L E N T A
& KARIR
4
5
PENGUATAN
BUDAYA KERJA &
EMPLOYER
BRANDING
2
PENINGKATAN
KINERJA &
SISTEM
PENGHARGAAN
1
3
PENATAAN JABATAN,
PERENCANAAN DAN
PENGADAAN
Strategi 6P untuk Akselerasi Transformasi SDM Aparatur
 


	51. 23
P1. Penguatan Budaya  Kerja dan
Employer Branding
 


	52. 24
6
PENGUATAN
PLATFORM
TEKNOLOGI
& ANALITIK
PERCEPATAN
PENINGKATAN
KAPASITAS
SDMA
PENGEMBANGAN T
A  L E N T A
& KARIR
4
5
PENGUATAN BUDAYA
KERJA & EMPLOYER
BRANDING
2
PENINGKATAN
KINERJA &
SISTEM
PENGHARGAAN
1
3
PENATAAN JABATAN,
PERENCANAAN DAN
PENGADAAN
6P
P1. Penguatan Budaya Kerja dan Employer Branding
 


	53. Mensarikan dan menyederhanakan  nilai-nilai dasar ASN serta panduan-panduan perilaku yang
sudah diatur sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang lebih
mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN (topdown process)
Mensarikan nilai-nilai yang telah disusun oleh instansi pemerintah dalam satu rumusan baku
yang dapat berlaku secara umum (banyak kesamaan nilai instansi pemerintah yang bisa
disimpulkan menjadi satu core values) (bottom-up process)
Satu Core values akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong
pembentukan karakter ASN yang professional dimanapun ASN ditugaskan
Memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah
ke instansi pemerintah lain (talent mobility)
Menjadi unsur untuk memperkuat peran ASN sebagai perekat dan pemersatu
bangsa
Budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang
1
2
3
4
5
6
Satu Core Values ASN
 


	54. Harmonis
Kompeten
Adaptif
Kolaboratif
Akuntabel
Berorientasi
Pelayanan
Loyal
Kami bertanggung jawab  atas
kepercayaan yang diberikan
Kami berkomitmen memberikan pelayanan
prima demi kepuasan masyarakat
Kami terus belajar dan
mengembangkan kapabilitas
Kami berdedikasi dan
mengutamakan kepentingan
bangsa dan negara
Kami terus berinovasi dan
antusias dalam menggerakan
ataupun menghadapi
perubahan
Kami membangun kerja sama yang
sinergis
Kami saling peduli dan menghargai
perbedaan
 


	55. Pondasi yang Kuat  untuk Transformasi ASN
Visi dan Misi
untuk Indonesia Maju
Basic Beliefs : PANCASILA
Core Values : Ber AKHLAK
K/L/D
 


	56. 28
What’s next?
  


	57. 29
6
PENGUATAN
PLATFORM
TEKNOLOGI
& ANALITIK
PERCEPATAN
PENINGKATAN
KAPASITAS
SDMA
PENGEMBANGAN T
A  L E N T A
& KARIR
4
5
PENGUATAN BUDAYA
KERJA & EMPLOYER
BRANDING
2
PENINGKATAN
KINERJA &
SISTEM
PENGHARGAAN
1
3
PENATAAN JABATAN,
PERENCANAAN DAN
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6P
Internalisai ke dalam
sistem manajemen SDMA
(Embedding Mechanism)
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	59. Influenced by
others’ opinion
Extending  Comfort
Zone
Achieving Goal
Not Confident
Facing new
Challenges &
Problems
Life Dream
Finding Purpose
Comfort Zone
Feeling Safe & in control
Fear Zone
Finding Excuses
Learning Zone
Gaining New Skills
Growth Zone
Setting New Goal
Bagaimana mempercepat ASN masuk ke Learning Zone?
Bagaimana mengoptimalkan lembaga-lembaga
pelatihan yang ada (LAN, Diklat/Diklatda, dll)?
Tantangan besar transformasi
 


	60. Experiencial Learning
• Apply  learnings in a real situation
• Try a new approach to an old problem
• Take on new tasks and responsibilities
• Solving Problems in your current role
• Substitute for superiors in meetings
• Cover for others on leave
• Take part in project or working group
• Job rotation or seconments
• Take on stretch assignments
• Lead a team and/or project
• Increased span of control
• Increased decision making
• Champion and/or manages changes
• Delivering team work
• Cross functional collaboration
• Conduct site/customer visits
• Apply standards and best practices
• Work with consultants and experts
• Presenting / Public Speaking
• Take part in project reviews
• Volunteering
• Interviewing
• Budgeting
• Etc
• Seeking feedback, work debriefs
• Seeking advice, asking for opinions
• Seeking 360 degree feedback
• Feedback from an assessment
• Observing others
• Participating in communities of practice
• Interacting with others, conversations
• Reflecting on interactions with others
• Testing ideas with others
• Brainstorming with others
• Coaching
• Mentoring
• Networking and social activities
• Peer group learning
• Group Discussions
• Asking Questions
• Etc
• Formal education (e.g. College,
University, Qualifications)
• Training Courses
• Development Programs
• Visit seminars, conferences
• eLearning, Webinars, MOOCs
• Participate in workshops
• Accreditation, certification
• Read books, articles, reports,
manuals
• Browse website, read blogs
• Watch videos
• Etc
Formal Learning
Social Learning
70%
20%
10%
Learning Effectiveness
Michael Lombardo & Robert Eichinger
 


	61. Timely, bite size,  multiple
entry-multiple exit and
personalized learning
based on employee’s
preferences.
ASN Digital
Platform
Peer Assist, Find Coach,
Find Expert, Find Mentor,
Group Learning
ASN Collaborative
Learning
Decentralized learning
budget to everyone
ASN Learning
Wallet
Daily Quiz aims to
check
personalized
learning needs
ASN Daily Quiz
Terobosan yang sedang dikaji dan dipersiapkan…
 


	62. 34
Termasuk Konsolidasi dan  Integrasi Learning Provider yang dimiliki saat ini…
Learning
Institute
LEADERSHIP & MANAGEMENT INSTITUTE DIGITAL INSTITUTE
TECHNICAL
INSTITUTE
Schools
TECHNICAL
INSTITUTE
Schools
TECHNICAL
INSTITUTE
Schools
TECHNICAL
INSTITUTE
Schools
TECHNICAL
INSTITUTE
Schools
TECHNICAL
INSTITUTE
Schools
TECHNICAL
INSTITUTE
Schools
TECHNICAL
INSTITUTE
Schools
TECHNICAL
INSTITUTE
Schools
TECHNICAL
INSTITUTE
Schools
TECHNICAL
INSTITUTE
Schools
TECHNICAL
INSTITUTE
Schools
Ilustrasi
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	64. Perbaikan dan Penyelarasan  Konsep Total Reward
36
Talent &
Succession
Reward &
Recognition
Learning &
Development
EVP
EVP
Kondisi lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi fisik,
sosial dan psikologis pegawai dalam bekerja
Komponen rewards dalam bentuk tunjangan dan manfaat-manfaat
lain yang diberikan sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan
bagi pegawai pada saat bekerja atau pasca kerja.
Komponen reward yang bersifat variable (variable income) dan diberikan
sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dalam berkinerja dalam bentuk
cash (insentif, bonus) dan non-cash (pujian, apresiasi, penghargaan).
Gaji atau komponen reward yang bersifat tetap (fix income/penghasilan
tetap) yang diterima pegawai berdasarkan nilai jabatan dan atribut
personalnya (kualifikasi, kompetensi, pengalaman).
Foundational
Rewards
Benefit
Enter your
text here
Working
Environment
Growth
Opportunity
Kesempatan yang diberikan kepada pegawai untuk dapat
mengembangkan potensi dan karirnya
FoR MoRe Benefit WE GO
FoR
Motivational
Rewards
MoRe
WE
GO
Benefit &
Allowance
Ilustrasi
 


	65. Indikator Kinerja :
A.  Result : penilaian atas pencapaian target kerja individu berdasarkan KPI yang ditetapkan.
B. Behaviour : penilaian kesesuaian perilaku kinerja dengan penduan perilaku Ber-AKHLAK.
Review Supervisor
NO PERINGKAT
1 Strong
2 Medium
3 Weak
Mulai dari Pengembangan Konsep Performance Evaluation menjadi
Performance Development System dengan pendekatan on Going Feedback
BerAKHLAK
BEHAVIOUR
NO PERINGKAT KETERANGAN
1 Exceed Di atas ekspektasi
2 Meet Sesuai ekspektasi
3 Below Di bawah ekspektasi
RESULT
RESULT
exceed Good Excellent
meet Good Good
below Poor
Need
Improvement
Weak Medium Strong
Ber-AKHLAK
(Behaviour)
Need
Improvement
Ilustrasi
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	67. Sleeping
Tiger
Promotable
Unfit Solid Contributor
High
Potential
1
4
2
3
5
Accelerated  mobility (1-2
years), stretched or
assigned to more
challenging Job
Lateral Mobility (3-4 years)
Lateral or Normal
Promotion (2-3 years)
Immediately
redeployed to more
suitable Job
Managed out,
handled with
care
Memulai menyiapkan Talent Mobility Guidelines
Ilustrasi
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	69. “Technology and Data  are critical
create exceptional user
experience and give more value”
HC Technology
“Bangga Melayani Bangsa sebagai landasan pembangunan ASN”
HC Analytic
Single Collaborative
Ecosystem Platform
Single source of truth
Descriptive, Prescriptive,
Predictive
Based on people profile
and activity also Institution
Data
Principle:
Source:
Outcome:
Principle:
Capability:
Web and App (android & IOS)
Database (cloud-base)
AI & ML
Social Media
API & Vendor Management
HC Practice System
Employee Self-Service
Group & Multiple Institution
Knowledge Management
Multi-Variable Dashboard
Institution HC Demography
Insight for policy
Talent Mobility
Succession Recommendation
Performance Index
Retention
DSS (Decision Support
System)
HC Technology & Analytics
 


	70. Main Requirements
Strong Foundation  for All K/L/D with over 4,17 million employees
1. Web and App (android & IOS)
2. Database (cloud-base)
3. Employee Self-Service
4. HC Practice System (Learning &
Development, Performance Management,
Institution & organization, etc.)
5. Social Media
6. API & Vendor Management
7. Knowledge Management
8. Recruitment
9. Payroll
10. Talent Mobility
11. Group & Multiple Institution
12. AI & ML
13. Multi-Variable Dashboard (Descriptive,
Prescriptive, and Predictive analytics)
Web-based
App
Mobile App
“Single Collaborative Ecosystem-Based Platform”
HC Technology & Analytics
Ilustrasi
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	72. 44
  


	73. 45
Ekspektasi
  


	74. Strategic
Apex
Shared
Services
Techno-
structure
Kita Lakukan Penguatan  Fungsi Pengorganisasian Manajemen SDMA
K/L/D
Presiden
HC Center of Excellence :
KemenPANRB
LAN : Learning, Research &
Development
BKN : HC Services
HC Business Partner :
Sekjen/Sesmen/Sestama/Sekda
KASN : sebagian fungsinya
sebaiknya embeded ke dalam
Leadership System di
KemenPANRB dan di setiap K/L/D
Empowering Leaders di setiap K/L/D
 


	75. 1. Segera melakukan  penyesuaian Core Values K/L/D yang ada dan
melakukan internalisasi dengan tidak merubah, menambah atau
mengurangi butir-butir Core Values yang ada, termasuk panduan
perilakunya
2. Setiap K/L/D diperkenankan untuk merumuskan contoh perilaku
spesifik untuk setiap butir panduan perilaku yang ada sesuai
kebutuhan
Ekspektasi kepada seluruh K/L/D
 


	76. 1. Segera pahami  dan selaraskan perilaku Anda dengan Core Values
ASN mengacu kepada panduan perilaku yang sudah ditetapkan,
karena ke depannya ini akan sangat menentukan masa depan
Anda sebagai ASN, mencakup dan tidak terbatas pada aspek
terkait evaluasi kinerja, Tunkin, Bonus, Talent Class, peluang
pengembangan karir dan kesempatan untuk learning &
development.
2. Ayo Bersama-sama kita bangun Employer Branding ASN yang
kuat di masyarakat : “Bangga Melayani Bangsa”
Ekspektasi kepada seluruh ASN
 


	77. 1. Ayo bersama-sama  menjadi Change Leader bagi ASN
2. Tidak cukup hanya menjadi role model, tapi harus menjadi
guardian bagi Core Values ASN sesuai panduan perilaku
BerAKHLAK
Ekspektasi kepada seluruh unsur Pimpinan K/L/D
 



	79. BUDAYA ANTI KORUPSI,
MENOLAK  GRATIFIKASI DAN
PENGUATAN INTEGRITAS
HARMAWAN DWI CAHYANTO
TIM PENYULUH ANTI KORUPSI (PAK)
Inspektorat Kabupaten Jepara
 


	80. NAMA : HARMAWAN  DWI CAHYANTO, SE.,MM.,QRMA
TTL : JEPARA, 13 MARET 1976
INSTANSI : INSPEKTORAT KAB JEPARA
JABATAN : AUDITOR MUDA
RIWAYAT PEKERJAAN : Inspektorat Kabupaten Jepara (2010 sd sekarang)
RIWAYAT PENDIDIKAN :
- SDN PANGGANG 1 JEPARA
- SMPN 2 JEPARA
- SMA NEGERI 1 JEPARA
- S-1 AKUNTANSI di UNIV WIDYAGAMA MALANG
- S-2 MAGISTER MANAJEMEN di UNIVERSITAS MURIA KUDUS
- SERTIFIKASI PENYULUH ANTI KORUPSI (PAK) Tahun 2020
- QUALIFIELD RISK MANAGEMENT ANALYST Tahun 2022
 





	84. UU 31/1999 Jenis  TiPiKor
 


	85. DAMPAK KORUPSI
Menurut United  Nation Convention Against Corruption (UNCAC)/UU no 7 Tahun 2006
Merusak pasar, harga, dan
persaingan usaha yang sehat
Meruntuhkan hukum Menurunkan kualitas hidup /
pembangunan berkelanjutan
Pelanggaran HAM
Merusak proses demokrasi Menyebabkan kejahatan lain
berkembang
 


	86. INDEKS PERSEPSI KORUPSI
(IPK)
Skor  IPK tinggi = resiko korupsi rendah
Skor IPKrendah = risiko korupsi tinggi
5 Negara dengan Nilai IPK Tertinggi 48/51 85 35/36 33/34
88 88 88/85 85 85
Selandia Baru Denmark Finlandia Singapura Swiss
POIN
38
URUTAN
KE96 DARI
DARI 180
NEGARA
TAHUN 2021
Malaysia Singapura Thailand Philipina
 


	87. Swasta 345
Anggota DPR  dan DPRD 309
Eselon I, II, III dan IV 264
Lain-lain 176
Walikota/Bupati dan Wakil 142
Kepala Lembaga/Kementerian 33
Hakim 24
Gubernur 22
Pengacara 13
Jaksa 10
Komisioner 8
Korporasi 7
Duta Besar 4
Polisi
0
3
50 100 150 200 250 300 350
D at a Pe na nga na n Tip ikor O le h K PK 2 0 0 4 –
D e se mbe r 2021
Be r da sa r ka n Pe la ku
 


	88. JENIS PERKARA TINDAK  PIDANA
KORUPSI
(2004 –Des 2021)
PENYUAPAN
(802 perkara)
PENGADAAN
BARANG & JASA
(263 Perkara)
65%
21%
PENYALAHGUNAAN ANGGARAN57 Perkara
TPPU 42 Perkara
PUNGUTAN26 Perkara
PERIZINAN 25 Perkara
MERINTANGI PROSES KPK 11 Perkara
5%
3%
2%
2%
1%
 


	89. Sesuai Pasal 11  UU Nomor 30 tahun 2002 yang dterakhir direvisi menjadi
UU No 19 tahun2019 tentang KPK :
Melibatkan Aparat Penegak Hukum,
Penyelenggara Negara, dan orang lain
yang ada keterkaitannya dengan Aparat
P
enegak Hukum dan P
enyelenggara Negara;
dan atau;
Menyangkut kerugian negara paling
sedikit Rp1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah)
K E W E N A N G A N K P K
VIDEO PENYELENGGARA
NEGARA
 


	90. “PEMAHAMAN, PELAPORAN DAN  PENGENDALIANNYA”
 


	91. LANDASAN HUKUM TENTANG  GRATIFIKASI
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi
 


	92. APA ITU GRATIFIKASI  ?
Definisi Dan Bentuk Gratifikasi
Menurut Penjelasan Pasal 12B ayat (1)
UU 20 Tahun 2001
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi:
Uang Barang Rabat Komisi Pinjaman tanpa
bunga
Tiket perjalanan Fasilitas Penginapan Perjalanan Wisata Pengobatan Cuma-
cuma
Fasilitas lainnya
Gratifikasi tersebut diterima di dalam negeri maupun di
luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik
Video Memahami
Gratifikasi
 


	93. Karakteristik Umum
Terkait dengan  pemberian
layanan kepada masyarakat
Dalam Proses komunikasi,
negosiasi, dan pelaksanaan
kegiatan dengan pihak lain terkait
dengan pelaksanaan tugas dan
kewenangannya
Terkait dengan tugas dalam
proses pemeriksaan, audit,
monitoing dan evaluasi
Dalam pelaksanaan pekerjaan yang
terkait dengan jabatan dan
bertentangan dengan kewajiban/
tugasnya
Terkait dengan tugas dalam
proses penyusunan
anggaran
Sebagai akibat dari perjanjian kerja
sama/ kontrak/kesepakatan
dengan pihak lain yang
bertentangan dengan undang-
undang
 


	94. Karakteristik Umum
Berlaku Umum
(Jenis,  persyaratan, nilai sama
dan memenuhi prinsip
kewajaran/kepatuhan)
Tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
Dalam ranah adat istiadat,
kebiasaaan dan norma yang
hidup di masyarakat
(batasan nilai yang wajar)
Dipandang sebagai wujud
ekspresi, keramah-tamahan
(batasan nilai yang wajar)
 


	95. • Berhubungan dengan  jabatan
• Bersifat tanam budi
• Tidak membutuhkan
kesepakatan
• Ada kesepakatan
• Biasanya dilakukan
secara rahasia dan
tertutup
• Ada permintaan sepihak
dari penerima (pejabat)
• Bersifat memaksa
• Penyalahgunaan kuasa
Contoh:
Pengusaha memberi hadiah
voucher belanja kepada PNS
karena merasa terbantu dalam
pengurusan perizinan
Contoh:
Pejabat memaksa calon peserta tender untuk
memberikan sejumlah uang dengan ancaman
akan menggugurkan calon peserta tersebut
Contoh:
Pengusaha menyuap pejabat
pemerintah untuk mendapatkan
proyek
PAHAMI BEDANYA
Video Perbedaan
 


	96. SIKAP TERHADAP
GRATIFIKASI YANG
DIANGGAP  SUAP
TERIMA DAN LAPORKAN
o Diterima secara tidak langsung
o Dalam keadaan sulit menolak
o Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut
TOLAK
o Terindikasi gratifikasi dianggap suap
o Gratifikasi diterima langsung
Maaf saya
tidak
menerima
gratifikasi
Gratifikasinya akan
saya laporkan
sebelum 30 hari
kerja
 


	97. GRATIFIKASI YANG
TIDAK WAJIB
DILAPORKAN
“Peraturan  Komisi
Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2019
tentang Pelaporan Gratifikasi”
 


	98. VIDEO NEGATIVE LIST
  


	99. PELAPORAN
GRATIFIKASI
VIDEO PELAPORAN GRATIFIKASI
  


	100. Pak ini hadiah
buat  bapak
karena KTP saya
sudah selesai.
Mohon jangan
ditolak
Wah seharusnya
tidak perlu pak
karena memang
itu sudah tugas
saya.
Menerima Gratifikasi
Laporkan Penerimaan Gratifikasi kepada:
- UPG dalam jangka waktu 10 HK*
kemudian UPG menyampaikan kepada
KPK paling lama 10 HK**
- KPK dalam jangka waktu 30 HK
*(setelah penerimaan gratifikasi)
Karena tidak enak untuk
menolak, jadi terpaksa
saya terima. Saya harus
segera lapor gratifikasi
nih. Lapor melalui UPG
saja deh
Bu Ani, Saya
menerima gratifikasi,
mohon bantuan
agar dapat diproses
laporannya ke KPK Baik Pak Budi, akan
saya proses
laporannya. Mohon
isi formulir dengan
lengkap ya pak
Direktorat Gratifikasi akan melakukan:
a. Verifikasi laporan gratifikasi
b. Analisis laporan gratifikasi
c. Penetapan status laporan
SK Penetapan
Status Gratifikasi
saya sudah
selesai!
 



	102. INTEGRITAS DAN
NILAI-NILAI ANTI  KORUPSI
 


	103. Kamus Kompetensi KPK
BERTINDAK  SECARA KONSISTEN ANTARA APA
YANG DIKATAKAN DENGAN TINGKAH LAKUNYA
SESUAI NILAI-NILAI YANG DIANUT YANG BERASAL
DARI KODE ETIK TEMPAT KERJA, NILAI
MASYARAKAT ATAU NILAI MORAL PRIBADI
• Kesatuan antara pikiran, perasaan, ucapan,
tindakan dengan hati Nurani
PENGERTIA
N
INTEGRITAS • konsisten dalam bersikap dan bertindak,
• memiliki komitmen terhadap misi
pemberantasan korupsi
• Bertindak dengan cara yang konsisten dengan
apa yang dikatakan
 


	104. CERMIN
INTEGRITAS
Sudahkan Kita
Berintegritas???
Mengakui
Pelanggaran/Kesalaha
n yang  pernah
dilakukan
Memperbaiki
Pelanggaran/Kesalaha
n yang pernah
dilakukan
Mengingatkan orang
lain karena tidak
sesuai denga nilai-nilai
dan norma yang
diyakini
Menegur orang lain
karena melanggar
nilai-nilai dan norma
yang diyakini
Menyatakan kepada
atasan karena
melanggar nilai-nilai
dan norma yang
diyakini
Menentang atasan
karena menegur hal-
hal yang tidak benar
Menyampaikan
kebenaran dalam
situasi yang sulit
diceritakan
Menjelaskan
kerugian-kerugian
pribadi yang pernah
dialami akibat
penyampaian
kebenaran
Menguraiakan
Tindakan-Tindakan
dalam
mempraktikkan atau
mempertahankan
kebenaran
Video Contoh
 


	105. N i l  a i Antikorupsi
1
• Mengembalikan sisa uang setelah kegiatan
• Menyerahkan barang hilang kepada yang berwenang
2
• Mampu menyelesaikan pekerjaan sendiri
• Menggalang dana warga untuk kegiatan lomba peringatan 17 Agustus
3
• Membuat laporan / notulensi kegiatan musyawarah desa
• Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (gotong royong, dll)
4
• Melaporkan jika ada warga yang melanggar aturan desa
• Menanyakan penggunaan anggaran desa
5
• Membeli mobil sesuai kemampuan
• Mengembangkan kesenian tradisional/pengajian rutin
6
• Mengikuti musyawarah RT/RW
• Menjaga kebersihan sungai dan lingkungan rumah (jumat bersih, 3M, dll)
7
• Mematuhi peraturan desa (jam malam, jadwal ronda, wajib belajar, dll)
• Datang rapat tepat waktu
8
• Kader posyandu melayani ibu dan balita dengan perlakuan yang sama
• Memberi beasiswa pendidikan kepada warga desa miskin
9
• Menciptakan produk unggulan desa melalui kelompok usaha
• Kreatif dan inovatif mencari kurikulum PAUD Desa
JUJUR
MANDIRI
TANGGUNG
JAWAB
BERANI
SEDERHAN
A
PEDULI
DISIPLIN
ADIL
KERJA
KERAS
 


	106. BON PALSU
Memalsukan dokumen,
nominal,  tandatangan, stempel
TERLAMBAT
Datang tidak sesuai jam pada
undangan
TITIPABSEN
Tidak datang tapi ditandatangan
rekannya yang datang
MARK-UPANGGARAN
Nominal di kuitansi lebih besar
dari pembayaran
SHARING PASSWORD
Password wifi dibagikan ke
orang lain
Contoh Perilaku Koruptif
 


	107. TERIMA KASIH
Sekretariat UPG  Kabupaten Jepara
Inspektorat Kabupaten Jepara
Jl. HOS Cokroaminoto No. 9 Jepara
(0291) 593951, 591086 ☎
Inspektorat_jepara@gmail.com ✉
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi Jakarta Selatan 12920
(021) 2557 8300 ☎
www.kpk.go.id 🌐
Call Center 198 ☎
DIREKTORAT GRATIFIKASI
Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi
(021) 2557 8448 ☎
 


	108. KONSEP DASAR PPD
Disampaikan  dalam
Pelatihan Teknis PPD Kabupaten Jepara
Jepara, Kamis, 4 Mei 2023
 


	109. Pengertian Konsep Dasar
•  konsep adalah rancangan, ide yang diabstrakkan,
gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun
yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi
untuk memahami hal-hal lain (Wikipedia, Aristoteles dan
Woodruf);
• Konsep dasar adalah sebuah pemikiran awal yang
mana akan dijadikan pedoman dan dikembangkan
dalam pembentukan pengetahuan ilmiah yang ada.
Konsep dasar diperlukan dikarenakan digunakan
sebagai pemikiran awal agar dikembangkan menjadi
suatu inovasi di berbagai bidang ilmiah atau di
kehidupan secara umum (Brainly.co.id);
• Konsep dasar adalah Konsep yang dianut dan
dijadikan dasar dalam penalaran dan perekayasaan;
Disebut dasar karena kalau dianut akan mempunyai
implikasi tertentu; Standar pada umumnya dilandasi
konsep dasar tertentu (Paul Grady, Paton dan Littleton).
Gambaran abstrak suatu
obyek yang bisa dijadikan
dasar pedoman dalam
memahami karakteristik
obyek
Obyek PPD
Bagaimana menyusun PPD
yang benar
 


	110. Pahami Konsep Dasar  Menyusun PPD
• Pengertian PPD;
• Mengapa perlu direncanakan;
• Karakteristik Perencanaan: Tujuan
dan Fungsi, Tipe/Jenis, Tahapan
dan, Proses / Siklus Perencanaan;
• Status Hukum Perencanaan;
• Syarat Perencanaan;
• Warning atas Kegagalan dan Bias
Perencanaan;
• Kriteria Perencanaan yang Baik,
Berhasil dan Ideal
 


	111. Pengertian PPD
• Perencanaan  pembangunan adalah
pengendalian dan pengaturan perekonomian
dengan sengaja oleh suatu penguasa
(pemerintah) pusat untuk mencapai suatu
sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka
waktu tertentu pula” M.L. Jhingan (1984);
• Perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat,
melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia
(UU 25/2004);
• Perencanaan pembangunan Daerah adalah
suatu proses untuk menentukan kebijakan
masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu di Daerah (Permendagri
No. 86 Tahun 2017).
 


	112. Mengapa perlu direncanakan
•  Dorongan alami menjaga
kelangsungan hidup;
• Interaksi dan kekuatan-
kekuatan ekonomi, sosial dan,
politik;
• Ketidakmerataan distribusi
sumberdaya;
• Kebutuhan peran pemerintah:
• antisipasi kegagalan mekanisme
pasar
• Ketidakpastian masa datang
• Mengarahkan masa datang
• dll
 


	113. KarakteristikPerencanaan: Tujuan dan  Fungsi,
Tipe/Jenis, Tahapan dan, Proses / Siklus
Perencanaan
Tujuan dan fungsi:
• mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan;
• menciptakan integrasi, sinkronisasi,
sinergi pusat-daerah,
• keterkaitan dan konsistensi
perencanaan-penganggaran-
pengawasan;
• pelibatan partisipasi masy dan;
• penggunaan SD secara efektif,
efisien dan, adil
Sumber: UU 25/2004
 


	114. KarakteristikPerencanaan: Tujuan dan  Fungsi,
Tipe/Jenis, Tahapan dan, Proses / Siklus
Perencanaan
Tipe/Jenis Perencanaan:
• alokasi SD (fisik, ekonomi);
• keluwesannya (alokatif, inovatif, indikatif,
imperatif);
• Menurut jangka waktunya: jangka panjang,
menengah dan, pendek;
• Sifatnya: central, incentive, alokasi SD
(keuangan dan fisik), keluwesannya (indikatif
dan imperatif), sistem ekonominya (kapitalis,
komunis dan campuran) dan, cara
pelaksanaannya (sentralistik, desentralistik).
Sumber: Lincolin Arsyad, 2001
 


	115. KarakteristikPerencanaan: Tujuan dan  Fungsi,
Tipe/Jenis, Tahapan dan, Proses / Siklus
Perencanaan
Tahapan Perencanaan:
• penyusunan: persiapan, peny
ranwal-ranc-musrenbang-rankhir;
• penetapan,
• Pengendalian: perumusan,
pelaksanaan dan;
• dan evaluasi: mencakup sasaran
pokok, arah kebijakan dan
pentahapan.
Sumber Permendagri No 86/2017
 


	116. KarakteristikPerencanaan: Tujuan dan  Fungsi,
Tipe/Jenis, Tahapan dan, Proses / Siklus
Perencanaan
Siklus Perencanaan:
• Penilaian keadaan saat ini,
• Penilaian arah pembangunan mendatang,
• formulasi tujuan dan sasaran pembangunan,
• Mengkaji alternatif strategi pembangunan,
• Menetapkan prioritas pembangunan,
• Merumuskan kebijakan pembangunan,
• Identifikasi program/kegiatan,
• Menetapkan perkiraan dana investasi,
• Menetapkan indikator kinerja dan,
• Penyusunan rencana tindak.
Proses Perencanaan:
Dilakukan dengan proses politik,
teknokratik,
partisipatif dan,
top down/bottom up
Status Hukum Perencanaan
• Dokumen Perencanaan
Nasional/Daerah dengan
UU/PPres/Perda;
• Dokumen Perencanaan
Sektoral/Perangkat Daerah dengan
 


	117. Syarat Perencanaan
Harus memiliki,  mengetahui, dan
mempertimbangkan:
• Tujuan akhir yang dikehendaki;
• Sasaran-prioritas untuk
mewujudkannya;
• Jangka waktu mencapai sasaran;
• Masalah yang dihadapi;
• Modal atau SD yang digunakan
serta pengalokasiannya;
• Kebijakan untuk
melaksanakannya;
• Orang, organisasi, atau badan
pelaksanaannya;
• Mekanisme pemantauan, evaluasi,
dan pengawasan pelaksanaannya
Perencanaan harus faktual dan realistis, logis
dan rasional, fleksibel, komitmen, komprehensif
atau menyeluruh
 


	118. Warning atas Kegagalan  dan Bias
Perencanaan
Potensi kegagalan:
• penyusunan perencanaan yang tidak tepat
(informasi, metode, tidak realistis, pengaruh politis
terlalu besar);
• pelaksanaan tidak tepat (tidak sesuai perencanaan,
aparat tidak siap/kompeten, partisi masy kurang);
• paradigma pemb tidak sesuai kondisi dan
perkembangan (orientasi pada pertumbuhan,
falsafah salah);
• perencanaan diartikan sebagai pengaturan total
kehidupan sampai hal yang paling kecil (tidak
memberi kesempatan tumbuhnya prakarsa individu
dan potensi masy, bertentangan dengan hukum
permintaan dan penawaran semua diatur
pemerintah, dan bersifat perencanaan terpusat);
 


	119. Warning atas Kegagalan  dan Bias
Perencanaan
Bias Perencanaan:
• Memprioritaskan suatu hal, melupakan yang
lain. Akibatnya anggaran hanya terorientasi ke
pemikiran sendiri;
• Proporsi top down/bottom up tidak seimbang,
akibatnya kebijakan pembangunan menjadi
kurang efektif karena kurang memperhatikan
salah satu hal;
• Anggapan masyrakat selalu membutuhkan
bantuan material, sehingga mengakibatkan
pemborosan anggaran;
• Teknologi dari atas selalu lebih baik daripada
dari bawah. Anggapan demikian menyebabkan
pendekatan pembangunan terlalu memaksakan
diri, kurang melihat kondisi/potensi daerah;
 


	120. Warning atas Kegagalan  dan Bias
Perencanaan
Bias Perencanaan:
• Anggapan lembaga yg ada di masy cenderung
tidak efektif dan efisien, menghambat proses
pembangunan. Akibatnya tidak
termanfaatkan dan pengenalan hal asing yg
tidak sesuai norma dan nilai di masy;
• Masyarakat dianggap tidak memahami
kebutuhan, sehingga tidak dilibatkan dalam
perencanaan. Akibatnya banyak proyek salah
alamat, tidak cocok dengan kebutuhan;
• Orang miskin dianggap bodoh dan malas,
penanganannya harus bersifat paternalistik
tidak memberikan kepercayaan. Dengan
anggapan tersebut masalah kemiskinan
dipandang sebagai usaha sosial bukan usaha
penguatan ekonomi;
 


	121. Warning atas Kegagalan  dan Bias
Perencanaan
Bias Perencanaan:
• Ukuran efisiensi pembangunan yang salah
terap, akibat konsep pembangunan yang
sangat bersifat teknis dan tidak memahami
sisi sosbud dan potensi masy sebagai
kekuatan pembangunan;
• Sektor pertanian adalah sektor tradisional,
kurang menarik. Cenderung ditinggalkan;
• Kecenderungan ke Pusat, mendorong
urbanisasi. Padahal, pengalaman Jepang dan
Taiwan, penguatan perdesaan menyebabkan
ekonomi kukuh.
 


	122. Kriteria Perencanaan yang  Baik, Berhasil
dan Ideal
Kriteria Baik
• Tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta;
• Memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu;
• Merinci tujuan dan prioritas pembangunan;
• Menterjemahkan tujuan dalam target pembangunan;
• Strategi dan kebijakan bersifat spesifik;.
• Berisikan perencanaan kebutuhan investasi;
• Memuat perkiraan atau proyeksi selama periode
perencanaan;
• Mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan
pembangunan lainnya
 


	123. Kriteria Perencanaan yang  Baik, Berhasil
dan Ideal
Kriteria Berhasil
• Mendorong mekanisme pasar
dan peran serta masyarakat;
• Sasaran perencanaan adalah
masyarakat dan usaha swasta;
• Prinsip partisipatif,
kesinambungan, holistik,
mengandung sistem yang
berkembang dan, terbuka –
demokratis.
 


	124. Kriteria Perencanaan yang  Baik, Berhasil
dan Ideal
Kriteria Ideal
• Partisipatif;
• Holistis;
• Berkesinambungan
• Mengandung sistem yang
dapat berkembang dan,
• Terbuka – demokratis.
 



	126. KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Disampaikan  dalam:
PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Oleh:
TIN ISNAINI, SE., MM.
Perencana Ahli Madya Bappeda Kab. Jepara
 


	127. 1. PEMBANGUNAN DAERAH
2.  PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
3. PILKADA SERENTAK
4. IMPLEMENTASI INMENDAGRI NO.70
TAHUN 2021 DI KAB. JEPARA
5. KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2023-2026
OUTLINE PEMBAHASAN
 


	128. 1
PEMBANGUNAN DAERAH
1. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 


	129. DEFINISI PEMBANGUNAN
Pembangunan daerah  adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
 


	130. TARGET
PEMBANGUNAN NASIONAL
PROV+KAB/KOTA
TARGET
PEMBANGUNAN PROVINSI
koordinasi  teknis pembangunan
dilaksanakan oleh GUBERNUR sebagai
wakil Pemerintah Pusat
PROV KAB
Merupakan perwujudan dari
pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah
diserahkan ke Daerah sebagai
bagian integral dari
pembangunan nasional
PEMBANGUNAN DAERAH
sinkronisasi dan harmonisasi
koordinasi teknis dikoordinasikan oleh
MDN dengan Menteri Bidang
Perencanaan
K/L
PEMBANGUNANDAERAH
(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)
• Peningkatan & pemerataan pendapatan masyarakat,
• Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha
• Kemudahan akses dan kualitas pelayanan public yang terjamin dan terpercaya
• Peningkatan daya saing Daerah.
PEMBANGUNAN DAERAH
 


	131. URUSAN PEMERINTAHAN
(Pasal 11  UU NO. 23 Tahun 2014)
KONKUREN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi
berdasarkan
kriteria Eksternalitas,
Akuntabilitas dan Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)
S P M N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAW PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.
PASAL 260
UU 23/2014
 


	132. Wajib Pelayanan Dasar
6  URUSAN:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan
penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan
Pelindungan Masyarakat
6. Sosial
Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN:
1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
9. Perhubungan
10.Komunikasi & Informatika
11.Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12.Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14.Statistik
15.Persandian
16.Kebudayaan
17.Perpustakaan
18.Kearsipan
Pilihan
8 URUSAN:
1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.
Urusan Pemerintahan Konkuren
(Pasal 11 UU NO. 23 Tahun 2014)
 


	133. 2
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 


	134. DEFINISI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  DAERAH
9
suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah
TUJUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannya
 


	135. PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN  DAERAH
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi
pribadi, golongan, dan rahasia negara
1. Transparan
dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah
dan perubahan yang terjadi di Daerah
2. Responsif
pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan
terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output)
maksimal
3. Efisien
 


	136. PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN  DAERAH
kemampuan mencapai target dengan sumber daya
yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling
optimal
4. Efektif
setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan
pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat
5. Akuntabel
hak masyarakat untuk terlibat dalam
setiap proses tahapan perencanaan pembangunan
Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok
masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus
komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok
masyarakat yang tidak memiliki akses dalam
pengambilan kebijakan
6. Partisipatif
 


	137. PERUMUSAN RENCANA PEMBANGUNAN  DAERAH
penetapan target kinerja yang jelas dan
dapat diukur serta cara untuk
mencapainya
7. Terukur
prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor,
pendapatan, gender dan usia
8. Berkeadilan
untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus
menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan
manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia
9. Berwawasan
lingkungan
pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini
dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak
pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya
manusia
10.
Berkelanjutan
 


	138. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Berorientasi  pada Substansi
TEKNOKRATIK PARTISIPATIF POLITIS ATAS-BAWAH dan
BAWAH-ATAS
dilaksanakan dengan
menggunakan metode
dan kerangka berpikir
ilmiah untuk mencapai
tujuan dan sasaran
pembangunan Daerah
dilaksanakan
dengan melibatkan
berbagai
pemangku
kepentingan
Dilaksanakan dengan
menerjemahkan visi dan misi
Kepala Daerah terpilih
kedalam dokumen
perencanaan pembangunan
jangka menengah yang
dibahas bersama dengan
DPRD
merupakan hasil perencanaan
yang diselaraskan dalam
musyawarah pembangunan
yang dilaksanakan mulai dari
Desa, Kecamatan, Daerah
kabupaten/kota, Daerah
provinsi, hingga nasional
 



	140. SINKRONISASI PERENCANAAN
Pembangunan Nasional  DanDaerah (UUNo.23Tahun 2014)
TATA RUANG SEBAGAI ACUAN DALAM PERENCANAAN → HARUS DIIMPLEMENTASIKAN
RPJPN
PEDOMAN
5 TAHUN
PEDOMAN
DIJABARKAN
DIJABARKAN
PEDOMAN
20 TAHUN
DIACU
RPJMN RKP
RPJPD
PROV
RPJMD
PROV
RKPD
PROV
RENSTRA
PD PROV
RENJA
PD PROV
DIPEDOMANI
DIACU
DAN
DISERASIKAN
PEDOMAN DIJABARKAN
PEDOMAN
1 TAHUN
DIACU
RPJPD
K/K
RPJMD
K/K
RKPD
K/K
DIPEDOMANI
RENSTRA
PD K/K
RENJA
PD K/K
RENSTRA
K/L
RENJA
K/L
PEDOMAN
PEDOMAN
DIACU
DAN
DISERASIKA
N
PEDOMAN DIACU
PEDOMAN
RAPBN
RAPBD
PROV
RAPBD
K/K
PEDOMAN
PEDOMAN
PEDOMAN
DIPEDOMANI
DIPEDOMANI
PUSAT
DAERAH
RTRW PROV
RTRWN
RTR Pulau
RTR KSN
RTR KSP
RTRW
KAB/KOTA
RTR KSK
RDTR
SPASIAL ASPASIAL
1. Sikronisasi
Perencanaan
pembangunan daerah
harus selaras dengan
perencanaan
pembangunan nasional,
salah satunya antara
lain dengan Surat
Edaran Bersama (SEB)
Mdn dengan Mppn.
2. Konsistensi
Apa yang direncanakan
dibuat anggarannya
dan apa yang
dianggarkan telah (ada)
dasar perencanaannya.
Tidak boleh lagi ada
program/kegiatan yang
ada dalam dokumen
APBD namun tidak ada
dalam RKPD (dan juga
sebaliknya).
 


	141. Renstra
RKPD
RPJMD
RPJPD
Rencana 20 Tahun
penjabaran  dari visi, misi,
arah kebijakan, dan sasaran
pokok pembangunan daerah
jangka panjang untuk 20
(dua puluh) tahun yang
disusun dengan berpedoman
pada RPJPN dan RTRW.
Rencana 5 Tahun
penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang
memuat tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, pembangunan
Daerah dan keuangan Daerah,
serta program Perangkat Daerah
dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada
RPJPD dan RPJMN.
Rencana Tahunan
penjabaran dari RPJMD yang
memuat
ekonomi
rancangan
Daerah,
kerangka
prioritas
pembangunan Daerah, serta
rencana kerja dan pendanaan
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang disusun dengan berpedoman
pada RKP dan program strategis
nasional yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat
Rencana Perangkat
Daerah 5 tahun
memuat tujuan, sasaran,
kegiatan
program,dan
pembangunan
pelaksanaan
dalam rangka
Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau
Urusan Pemerintahan Pilihan
sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Perangkat Daerah.
Renja
Rencana Perangkat
Daerah Tahunan
memuat program, kegiatan,
lokasi, dan kelompok sasaran
disertai
dan
dengan
setiap
indikator
pendanaan
tugas dan
Perangkat
yang
kinerja
sesuai
fungsi
Daerah.
Dokumen Rencana Daerah
&Dokumen Rencana Perangkat Daerah
 


	142. RPJMD
Renstra
PD
Renja
PD
RKPD
KUA PPA
Rancangan
APBD
RKA-PD
RPJPD
APBD
DPA-PD
• RPJPD  dilaksanakan melalui RPJMD;
• RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan
diterjemahkan kedalam RKPD;
• RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah
jangka menengah yang dilaksanakan melalui
Renstra PD;
• Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah
ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra
PD;
• Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra
memedomani program prioritas dalam RPJMD;
• RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;
• Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD)
kedalam kegiatan prioritas;
• RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;
• Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar
pengendalian (hasil) RKPD dan Renja PD.
Arsitektur Dokumen
Perencanaan &Penganggaran Daerah
PERUMUSAN
PENGENDALIAN
 


	143. @kemendagri @kemendagri_ri
JAN •Musrenbang  Desa
FEB •Musrenbang Kec
MAR
•FORUM SKPD &
•MUSRENBANG K/K
APR •MUSRENBANG Prov
MEI •Evaluasi RKPD
JUNI
•Penetapan RKPD
•Penyampaian Rancangan KUA &
PAS dari KDH kepada DPRD
JULI •KUA & PPAS disepakati
AGST •Pedoman penyusunan RKA-SKPD
SEPT •Penyusunan RKA-SKPD
OKTO •Penyampaian RAPBD kpd DPRD
NOV
•Pengambilan keputusan
bersama terhadap RAPBD
DES •Penetapan APBD
KalenderPerencanaandanPenganggaran
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PILKADA SERENTAK
  


	145. Gubernur dan Wakil  Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun
2017 menjabat sampai dengan tahun
2022.
UU NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota hasil
Pemilihan tahun 2018 menjabat
sampai dengan tahun 2023.
Pemungutan suara serentak nasional dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan
pada bulan November 2024.
Untuk mengisi kekosongan jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota yang berakhir masa
jabatannya tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan yang
berakhir masa jabatannya pada tahun
2023 sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), diangkat penjabat Gubernur,
Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota
sampai dengan terpilihnya Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Buati
serta Walikota dan Wakil Walikota
emlalui Pemilihan serentak nasional pada
tahun 2024
Pasal201 Ayat (3)
2
Pasal 201 Ayat (5)
Pasal 201 Ayat (8)
Pasal 201 Ayat (9)
 


	146. Sejumlah daerah otonom  tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa
jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023
LATAR BELAKANG
PENYUSUNAN INMENDAGRI
IMPLIKASI PILKADA SERENTAK TAHUN 2024
(UU 10 Tahun 2016)
1
2
Pasal 201 ayat (9) menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan kepala
daerah, diisi dengan penjabat gubernur/penjabat bupati/penjabat
walikota sejak tahun 2022 sampai dengan pelantikan kepala daerah hasil
Pilkada Serentak Tahun 2024
2
Daerah sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, tidak memiliki dokumen
perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya
karena periodesasi RPJMD berakhir. Disatu sisi penyusunan RKPD Tahun 2023
membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan
menengah.
3
Dokumen Rencana
Pembangunan
Menengah
Dokumen Rencana
Pembangunan
Tahunan
Menjadi pedoman
penyusunan
*Periodesasi RPJMD berakhir bersamaan dengan
berakhirnya masa jabatan kepala daerah
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Ditujukan Kepada
Kepala Daerah  Yang Masa Jabatannya
Berakhir Pada Tahun 2023 Dan 2024
Akan Diatur Lebih Lanjut
Inmendagri
Nomor 70 Tahun 2021
Tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Pada Tahun 2022
Daerah Yang Masa
Jabatan Kepala
Daerah Berakhir
Tahun 2022
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
 


	148. LATAR BELAKANG
DIKTUM 1:  Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-
2026 (RPD 2023-2026) dan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Renstra PD) Provinsi Tahun 2023-2026
DIKTUM 2: Legalitas Dokumen
DIKTUM 3: Waktu Penetapan Dokumen RPD
DIKTUM 4: Waktu Penetapan Renstra PD
DIKTUM 5: Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RPD dan Renstra PD terdapat pada lampiran
DIKTUM 6: Penyampaian RPD 2023-2026 kepada DPRD
DIKTUM 7: Penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2023
DIKTUM 8: Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2023
DIKTUM 9: Ketentuan khusus bagi Provinsi DIY
DIKTUM 10 : Penutup/Pelaksanaan Inmendagri
LAMPIRAN :
A. Ketentuan Umum
B. Sistematika
C. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan
D. Pengendalian dan Evaluasi serta Perubahan
MUATAN INMENDAGRI
23
 


	149. DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN  DAERAH TAHUN 2023-2026
1
Agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya
disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026
2
Agar memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah
(PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
2023-2026
KEPALA DAERAH YANG
JABATANNYA BERAKHIR
TAHUN 2022
INMENDAGRI NOMOR 70 TAHUN 2021
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan
Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada
3
NB : Terkait kebutuhan teknis agar Bappeda Provinsi berkoordinasi dengan
Kemendagri (Ditjen Bina Bangda), dan Bappeda Kabupaten/Kota agar
berkoordinasi dengan Provinsi (Bappeda Provinsi)
 


	150. WAKTU PENETAPAN DOKREN  TAHUN 2023-2026
25
I II III IV
Paling Lambat
MARET Minggu ke-
Tahun 2022
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
disampaikan kepada DPRD paling lambat satu minggu
setelah ditetapkan
Teknis
Penyusunan
Pembangunan
Provinsi Tahun
Pelaksanaan
Dokumen
Daerah
2023-2026
dan Renstra PD Provinsi
Tahun 2023-2026 terdapat
pada Lampiran Inmendagri
Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2023-2026
Renstra PD Kabupaten/Kota
Tahun 2023-2026
 


	151. TAHAPANPENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
PEMBANGUNAN  DAERAH TAHUN 2023-2026
26
Rancangan Rencana
Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026
Rancangan Renstra PD
Tahun 2023-2026
Penyusunan dilakukan
simultan
Konsultasi
Publik
Fasilitasi
Rancangan
Akhir RPD
Provinsi
Kab./Kota
Oleh
Gubernur
Oleh
Mendagri
Ditetapkan
menjadi
Perkada
Disampaikan kepada DPRD
paling lambat satu minggu
setelah ditetapkan
Berita Acara
Forum
Konsultasi
Publik
Melibatkan
DPRD
Reviu Rancangan RPD
Tahun 2023-2026
oleh APIP
 


	152. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  DAERAH TAHUN 2023-2026 MEMPERHATIKAN:
27
A
B
D
F
D
F
E
G
RPJMD Provinsi atau Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi
Tahun 2023- 2026
Isu-isu strategis yang berkembang
Kebijakan nasional
Regulasi yang berlaku
A
B
C
Penyelarasan target indikator
makro dan program prioritas
nasional dalam RPJMN Tahun
2020-2024
Kesesuaian sasaran pokok dan
arah kebijakan RPJPD
Kabupaten/Kota sampai dengan
Tahun 2025
Hasil evaluasi capaian indikator
kinerja daerah RPJMD
Kabupaten/Kota Tahun 2017- 2022
LAMPIRAN
KETENTUAN
UMUM
 


	153. 4
IMPLEMENTASI INMENDAGRI NO.  70 TAHUN 2021
DI KAB. JEPARA
 


	154. TAHAPAN PENYUSUNAN RPD  KAB.
JEPARA TAHUN 2023-2026
A. PERSIAPAN
a. Pembentukan tim penyusun RPD dan penyusun Renstra PD
b. Penyusunan jadwal agenda penyusunan RPD dan Renstra PD
c. Pengumpulan data capaian hasil pembangunan sampai dengan
tahun terakhir
d. Pembekalan bagi tim penyusun RPD (Bappeda) dan tim penyusun
Renstra PD (Renval PD)
 


	155. No Uraian
Januari Februari  Maret
Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV Minggu I Minggu II Minggu III Minggu IV
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
1 Persiapan Penyusunan
- Penyusunan rancangan SK Bupati tentang
Pembentukan Tim Penyusun RPD
- Orientasi RPD
- Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPD
- Penyiapan data dam informasi pencanaan
pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
2 Penyusunan Rancangan RPD
3 Konsultasi Publik RPD
4 Perumusan Rankhir RPD
5 Reviu APIP
6 Fasilitasi Rankhir RPD
7 Penyempurnaan Rankhir RPD
8 Penetapan
RENSTRA PD
1 Persiapan Penyusunan
- Penyusunan rancangan SK Bupati tentang
Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD
- Orientasi Renstra PD
- Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD
- Penyiapan data dam informasi pencanaan
pembangunan Daerah berdasarkan SIPD
2 Penyusunan Rancangan Renstra PD
3 Verifikasi Rancangan Renstra PD
4 Forum PD/ Lintas PD
5 Perumusan Rankhir RPD
6 Verifikasi Rankhir Renstra PD
7 Reviu APIP
8 Penyempurnaan Rankhir RPD
9 Penetapan
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	157. TAHAPAN PENYUSUNAN RPD  KAB. JEPARA
TAHUN 2023-2026
B. PELAKSANAAN
1. Identifikasi permasalahan dan isu strategis daerah berdasarkan data
evaluasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2020
2. Penyusunan cascading RPD (Tujuan sasaran strategi kebijakan program
prioritas)
3. Reviu dan masukan dari akademisi terhadap cascading RPD
4. Penyusunan narasi rancangan RPD
5. Konsultasi publik rancangan RPD
6. Penyempurnaan rancangan RPD dengan hasil konsultasi publik menjadi
Rankhir RPD
 


	158. CASCADING RPD TAHUN  2023-2026 (1)
Permasalahan (Masalah
pokok, Masalah dan Akar
masalah)
Data dukung Isu strategis
PD
penanggungjawab
Urusan
Indikator Tujuan
Sasaran
Definisi Operasional
Indikator tujuan dan
sasaran
PD
penanggungjawab
Indikator sasaran
Tujuan
Data Capaian pada
tahun awal
perencanaan (2021)
 


	159. CASCADING RPD TAHUN  2023-2026 (2)
Definisi Operasional
Indikator tujuan dan
sasaran
Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode (Tahun 2026): Target
Kinerja dan Pagu Anggaran
Data Capaian pada
tahun awal
perencanaan (2021)
Target kinerja dan Kerangka
Pendanaan/ Pagu Anggaran
(Tahun 2023-2026)
Indikator Program
Kegiatan/
Subkegiatan
Program
Kegiatan/
Subkegiatan
Kode program/
Kegiatan/
Subkegiatan
Target kinerja indikator tujuan dan
sasaran(Tahun 2023-2026)
Program Prioritas
(Non Nomenklatur)
Kebijkan Strategi
 


	160. POKOK-POKOK PENCERMATAN PENYUSUNAN  RPD
1. Validitas dan updating data dukung
2. Penetapan indikator tujuan, sasaran, progam dan kegiatan harus tepat dan memenuhi
kriteria SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Tme bound)
3. Penetapan target indikator harus berdasarkan data terbaru/ terupdate
4. Dalam cascading:
a. 1 tujuan bisa didukung oleh beberapa sasaran, namun 1 sasaran hanya boleh
mendukung 1 tujuan
b. 1 sasaran bisa didukung oleh beberapa program, namun 1 program hanya boleh
mendukung 1 sasaran
5. Penetapan program harus sesuai urusan dan bidang urusan yang diampu
6. Cascading Renstra PD mengacu cascading RPD dan disusun sampai dengan
subkegiatan sesuai Kepmendagri 050/5889 (di Perbup. RPD hanya sampai pada
program dan Renstra sampai pada kegiatan)
 


	161. KETERKAITAN RPD DAN
RENSTRA  PD
❖Indikator tujuan
Renstra PD mengacu
pada Indikator sasaran
RPD
RPD
Tujuan
Renstra PD
IndikatorT
ujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran Program
Tujuan
IndikatorT
ujuan
Indikator
Sasaran
Sasaran
Program
 


	162. TAHAPAN PENYUSUNAN RPD  KAB.
JEPARA
TAHUN 2023-2026
C. Reviu dan Fasilitasi
1. Reviu APIP
• LHR No. 961/LHR/137/III/2022 tanggal
4 Maret 2022
• CHR No. 961/CHR/138/III/2022 tanggal
4 Maret 2022
 


	163. TAHAPAN PENYUSUNAN RPD  KAB. JEPARA
TAHUN 2023-2026
2. Fasilitasi oleh Pemprov. Jateng (Bappeda Prov. Jateng)
Berdasarkan surat Setda Prov. Jateng No:050/0002483 tanggal 9 Februari 2022
perihal fasilitasi RPD kab/kota tahun, Rankhir RPD paling lambat dikirim ke
Prov tanggal 15 Februari 2022 dan Fasilitasi akan dilaksanakan pada minggu
ketiga bulan Februari 2022.
C. Reviu dan Fasilitasi
Kab. Jepara mendapatkan SK Gub. Jateng No. 180/9 Tahun 2022 tentang
hasil fasilitasi rancangan perkada kab. jepara tentang RPD Kab. Jepara
tahun 2023-2026 tanggal 11 maret 2022
 


	164. TAHAPAN PENYUSUNAN RPD  KAB.
JEPARA TAHUN 2023-2026
D. PENETAPAN
a. Penyempurnaan RPD
berdasarkan LHR dan hasil
fasilitasi RPD
b. Ditetapkan dengan Perbup.
Jepara No.9 Tahun 2022
tanggal 11 Maret 2022
 


	165. PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN  DALAM
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENSTRA PD
A
B
C
D
F
E Kebijakan nasional;
Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun
2020-2024;
Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome)
Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau
Renja PD sampai dengan tahun 2021;
Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh
kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian
hasil (outcome);
Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
Regulasi yang berlaku;
Penyusunan
Program/Kegiatan/Sub
kegiatan dalam Rencana
Pembangunan Daerah
Provinsi/ Kabupaten/
Kota dan Renstra PD
Provinsi/Kabupaten/
Kota, agar
memperhatikan:
Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan
(stakeholders) pembangunan daerah.
G
Selain itu memperhatikan :
Kepmen Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tanggal 27 Desember Tahun 2021
 


	166. Penguatan kapasitas dan  penjaminan mutu dokumen
perencanaan dilaksanakan dengan kerjasama dengan
Bappeda Prov. Jateng dan akademisi UNS melalui Workshop
Penyusunan RPD dan Bimtek Penyusunan Renstra PD serta Reviu
narasi rancangan akhir RPD.
PENJAMINAN KUALITAS
 


	167. 5
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH  DI KABUPATEN JEPARA
 


	168. PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN  PEMBANGUNAN DAERAH
TUJUAN DAN SASARAN
Strategi Tahun I
Strategi Tahun
II
Strategi Tahun
IV
Strategi Tahun
III
Arah Kebijakan
Tahun I
Arah Kebijakan
Tahun II
Arah Kebijakan
Tahun III
Arah Kebijakan
Tahun III
RPD TAHUN
2023-2026
 


	169. STRATEGI DAN ARAH  KEBIJAKAN
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
❑ STRATEGI merupakan langkah-langkah yang berisikan program–program indikatif yang
mewujudkan visi dan misi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran
akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
❑ ARAH KEBIJAKAN merupakan komponen/bagian yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai dasar perumusan program menurut
bidang/sub-bidang/sub-sub-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
selama 5 tahun.
❑ STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang
bagaimana Pemerintah Daerah MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD dengan efektif dan
efisien.
❑ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH merupakan kumpulan program yang berhubungan
langsung dengan pencapaian SASARAN termasuk program kepala daerah terpilih yang akan
didanai melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung serta pengeluaran pembiayaan,
 


	170. TEMAPEMBANGUNANTAHUN2023-2026
Penguatan Sumber Daya  Manusia, Ekonomi
dan Infrastruktur untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat
Tahun 2023
Peningkatan Ketahanan Sosial dan
Pembangunan Kebudayaan
Tahun 2024
45
Mewujudkan Struktur Ekonomi yang
Tumbuh Kuat dan Kokoh
Tahun 2025
Tahun 2026
Mewujudkan Kota yang Maju, Modern, dan
Berkelanjutan
 


	171. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  TAHUN 2023-2026
a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
b. Peningkatan ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan.
c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan
masyarakat.
d. Peningkatan cakupan Prasarana dan Sarana Dasar serta Teknologi
Informasi dan Komunikasi yang didukung lingkungan hidup
berkelanjutan
e. Pengembangan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang
agile gesit, adaptif dan kolaboratif
Arah Kebijakan Tahun 2023
 


	172. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  TAHUN 2023-2026
a. Penerapan teknologi terintegrasi.
b. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
c. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
d. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
e. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan
hidup.
f. Penanggulangan bencana.
g. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan
kumuh.
h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh.
i. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat.
j. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
k. Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi ke pusat pelayanan pemerintahan, industri,
dan pariwisata.
l. Mengembangkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem pelayanan
terpadu.
m. Meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan manajemen ASN
Arah Kebijakan Tahun 2024
 


	173. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  TAHUN 2023-2026
a. Pengembangan, pemberdayaan dan pendampingan UMKM dan koperasi yang
terdigitalisasi.
b. Menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan
optimalisasi potensi sumber daya alam.
c. Mengembangan wisata berbasis masyarakat dan keunikan lokal.
d. Meningkatkan ekonomi kreatif dan digital.
e. Meningkatkan nilai investasi.
f. Akselerasi pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri.
g. Penguatan , kelembagaan, rantai pasokan dan jaringan distribusi perdagangan.
h. Meningkatkan ketrampilan berbasis kompetensi dan kemitraan dengan dunia
usaha dan dunia industri
Arah Kebijakan Tahun 2025
 


	174. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  TAHUN 2023-2026
a. Penerapan teknologi terintegrasi.
b. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
c. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
d. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
e. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan
hidup.
f. Penanggulangan bencana
g. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dan pengurangan kawasan
kumuh.
h. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh.
i. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak dan aman bagi seluruh masyarakat.
j. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
k. Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi ke pusat pelayanan pemerintahan, industri,
dan pariwisata.
l. Mengembangkan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem pelayanan
terpadu.
m. Meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan manajemen ASN
Arah Kebijakan Tahun 2026
 


	175. TERIMA KASIH
  


	176. Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Hermawan
Perencana  Ahli Madya
Bidang Perekonomian
Bappeda Provinsi Jawa Tengah
Pelatihan Teknis Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Jepara
Tahun 2023
Halaman 1
 


	177. Deskripsi Singkat
 Materi  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dimaksudkan untuk memberikan pemahaman
spesifikasi dan asumsi model kebijakan, penentuan
asumsi dan analisis kebijakan serta metode penilaian
alternatif kebijakan untuk penetuan rekomendasi
kebijakan.
 Memberikan pemahaman atas tujuan-tujuan realistis
dalam perencanaan jangka menengah dan multi
sektor beserta analisisnya, rekomendasi pemilihan
alternatif sumber-sumber pembiayaan dan
implikasinya serta analisis dampak perencanaan
multi sektor
Halaman 2
 


	178. Pokok Bahasan
1. Konsep  Dasar Perencanaan
Pembangunan
2. Tujuan-tujuan perencanaan
pembangunan multi sektor
3. Analisis lingkungan strategis dalam
rangka penyusunan perencanaan
pembangunan multi sektor.
Halaman 3
 


	179. KONSEP DASAR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Halaman  4
 


	180. Pengertian Perencanaan
 The  Random House Dictionary, Perencanaan
adalah suatu metode untuk memikirkan dengan
sebaik-baiknya tindakan-tindakan dan tujuan-
tujuan yang belum dilaksanakan (Planning is a
method of thinking out and purposes before
hand).
 Russel L Ackoff, Perencanaan adalah suatu
yang kita lakukan yang mendahului tindakan-
tindakan apa yang akan kita laksanakan
(Planning is something we do in advance of
taking actions).
Halaman 5
 


	181. Apa itu perencanaan?
Berbagai  definisi mengenai perencanaan
menunjukkan bahwa ada beberapa unsur
yang menjadi inti dari perencanaan:
 Adanya keinginan akan sesuatu hal / tujuan
yang jelas
 Adanya penggunaan/alokasi sumber daya
 Adanya suatu usaha yang sistematis
 Adanya unsur waktu dan ruang
Halaman 6
 


	182. Perencanaan mengandung unsur  pemikiran,
penetapan tindakan, dan alokasi waktu,
dengan tujuan antara lain:
1. Memberikan pengarahan baik untuk
manajer maupun karyawan non-manajerial;
2. Mengurangi ketidakpastian;
3. Meminimalisir pemborosan;
4. Menetapkan tujuan dan standar yang
digunakan.
Pengertian Perencanaan
Halaman 7
 


	183. Definisi Perencanaan ?
Halaman  8
 Proses
 Sistem
 Konsensus
 


	184. Mengapa Perlu Berencana
  Kegagalan Mekanisme Pasar
 Ketidakpastian masa yang akan datang
 Mengarahkan kegiatan pembangunan
Halaman 9
 


	185. Arti Pembangunan
Pembangunan Suatu  upaya untuk melakukan
perubahan dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat
Proses dalam jangka panjang yang
menyangkut keterkaitan timbal balik antara
faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi untuk
meningkatkan pendapatan nasional (mencapai
pertumbuhan ekonomi) secara berkelanjutan.
Halaman 10
 


	186. Kata Kunci Pembangunan
  Hubungan kausal antara berbagai aspek ekonomi
dan non ekonomi
• Jangka Panjang  Proses pembangunan akhirnya menghasilkan
pertumbuhan ekonomi, secara kumulatif
menunjang tercapainya pertumbuhan yang
berkelanjutan dalam jangka panjang (“sustained
secular trend” dan bukan hanya “ciclycal”)
Kata kunci diatas saling berkaitan dan
merupakan arti pembangunan yang holistik.
Secara implisit terkandung 2 konsep yaitu:
(G = Growt) “Pertumbuhan”
(D = Development) “Pembangunan”
• Proses
Halaman 11
 


	187. Tahapan hubungan relatif
pertumbuhan  dan pembangunan
1. Pertumbuhan diperlukan agar tersedia
output yang melebihi kebutuhan hidup
masyarakat;
2. Pertumbuhan hanya dapat berkelanjutan
jika terdapat pembangunan;
3. Jika semuanya sudah terpenuhi dan
kebutuhan di segala bidang telah berjalan
mapan masalah selanjutlah adalah
mempertahankan pertumbuhan
Halaman 12
 


	188. Arti pembangunan yang
parsial
1.  Pembangunan adalah menghilangkan
ketidaksempurnaan mekanisme pasar
Ketidaksempurnaan pasar terjadi karena beberapa
sebab antara lain:
 Tidak semua pelaku ekonomi memiliki informasi;
 Faktor sosial budaya takut perubahan yang penting
nyaman;
 Seringkali terjadi praktek monopoli sehingga harga
equilibrium tidak terjadi;
 Seluruh mekanisme penetapan harga diserahkan ke
pasar.
2. Pembangunan … Halaman 13
 


	189. Arti pembangunan yang
parsial
2.  Pembangunan adalah industrialisasi
Pembangunan diartikan sebagai upaya untuk
mengatasi terkebelakangan, khususnya
ketergantungan pada produksi primer termasuk
pertanian, sehingga pembangunan diidentikan
dengan industrialisasi, anggapan ini diperkuat bahwa
negara maju umumnya negara industri.
Halaman 14
 


	190. Arti pembangunan holistik
Arti  Pembangunan yang holistik adalah :
Suatu upaya untuk melakukan perubahan
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat
dalam suatu jangka waktu tertentu, yang
dimaksudkan untuk mencapai tujuan sesuai
dengan kesepakatan (konsensus ) masyarakat.
Halaman 15
 


	191. Arti pembangunan di
Indonesia
1.  Terpilihnya Presiden dan Wapres menggambarkan
disetujuinya Visi dan Misi Presiden terpilih Tujuan
pembangunan yang akan dicapai selama masa
jabatannya.
2. Visi dan Misi Presiden menjadi dasar perumusan arah
pembangunan selama lima tahun ke depan.
3. Mekanisme pengakomodasian aspirasi (nilai-nilai) yang
berkembang juga terjamin dalam prosedur penyusunan
rencana pembangunan (Jangka Panjang, Menengah
maupun Tahunan)  UU Nomor 25 tahun 2004 tentang
SPPN
4. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 telah menetapkan
RPJP 2005-2025 yang merupakan penjabaran aspirasi
(nilai) yang terkandung dalam alinea keempat
Pembukaan UUD 1945
Halaman 16
 


	192. Pembangunan
1. Secara holistik  adalah pembangunan sebagai suatu proses
jangka panjang yang menyangkut hubungan timbal balik
antara faktor ekonomi dan non ekonomi untuk dapat
meningkatkan pendapatan nasional secara berkelanjutan;
2. Konteks menghilangkan ketidaksempurnaan pasar dan
industrialisasi cenderung memberi pengertian yang parsial
karena memiliki berbagai keterbatasan;
3. Keragaman sistem nilai mempengaruhi arti pembangunan
suatu negara sehingga diperlukan suatu konsensus,
dimana hal ini sungat mudah dikatakan tetapi sangatlah
sulit dilaksanakan;
4. Sebelum Amandemen konsensus dapat dicapai melalui
penetapan GBHN oleh MPR, setelah amandemen
konsensus dicapai melalui Visi-Misi Presiden yang terpilih
langsung oleh Rakyat.
Halaman 17
 


	193. Tolok ukur keberhasilan
pembangunan
1.  Keberlanjutan dalam
memenuhi kebutuhan pokok
seperti pangan, sandang,
papan, kesehatan serta
perlindungan;
2. Penghargaan terhadap
kebanggaan seseorang;
3. Makna pembangunan yang
bersifat universal artinya
setiap masyarakat memiliki
kebebasan untuk melakukan
pilihan. Halaman 18
 


	194. Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(SPPN)
Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penye-
lenggara negara dan masyarakat di tingkat
pusat dan daerah.
Halaman 19
 


	195.  Usaha pemerintah  secara terencana dan
sistematis untuk mengendalikan dan
mengatur proses pembangunan;
 Periode perencanaan, jangka panjang,
menengah dan tahunan;
 Menyangkut variabel-variabel yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan;
 Mempunyai sasaran yang jelas.
Perencanaan Pembangunan
Halaman 20
 


	196. Landasan Hukum
AMANDEMEN KEEMPAT  UUD NRI 1945
 Tidak ada GBHN
 Pemilihan Presiden secara langsung
 Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis
 UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden
 Mengamanatkan CaPres menyampaikan Visi, Misi, Program
REFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH:
 UU 32 /2004 Tentang Pemerintah Daerah
 Desentralisasi dan otonomi daerah
 Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
 UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat / Daerah
REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara
 Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP
 Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD
 UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 UU 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN
Halaman 21
 


	197. Landasan Filosofis
 Cita-cita  Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan
kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
 Tujuan Nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
 Tugas Pokok Setelah Kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan
serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan
demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan
berkesinambungan;
 Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran
maka diperlukan perencanaan pembangunan.
Halaman 22
 


	198. TUJUAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Halaman 23
  


	199. Pembangunan adalah Suatu  upaya untuk
melakukan perubahan dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat (proses perubahan ke
arah yang lebih baik)
Pembangunan ?
Halaman 24
 


	200. Tujuan pembangunan
 Peningkatan  standar hidup (level of living)
 Tumbuhnya rasa percaya diri (self esteem)
 Peningkatan kebebasan (freedom/
democracy)
Halaman 25
 


	201. Bagaimana cara membangun  ?
 Analisa kemampuan dan kemauan;
 Satukan kemauan dan kemampuan;
 Tetapkan tujuan yang ingin dicapai
secara bersama;
 Tetapkan strategi untuk mencapai tujuan;
 Evaluasi strategi yang dicapai untuk
perbaikan lebih lanjut;
 Optimalkan sumber daya yang dimiliki.
Halaman 26
 


	202. Tantangan Pembangunan ?
Halaman  27
 Sumber daya Manusia
 Sumber Dana
 Sumber Budaya
 


	203. Prioritas Pembangunan ?
Halaman  28
 Terlalu banyak yang harus dicapai secara
bersamaan;
 Adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki.
 


	204. Asas dan Tujuan  (1)
(1) Pembangunan nasional diselenggarakan
berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip
kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, serta kemandirian
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan nasional.
(2) Perencanaan pembangunan nasional disusun
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh,
dan tanggap terhadap perubahan.
Halaman 29
 


	205. Asas dan Tujuan  (2)
(3) SPPN diselenggarakan berdasarkan asas
umum penyelenggaraan negara:
 Asas kepastian hokum;
 Asas tertib penyelenggaraan negara;
 Asas kepentingan umum;
 Asas keterbukaan;
 Asas proporsionalitas;
 Asas profesionalitas;
 Asas akuntabilitas. Halaman 30
 


	206. Tujuan & Fungsi  Perencanaan
Pembangunan
1. Mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi dan sinergi antar daerah,
waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat
maupun daerah;
3. Menjamin keterkaitan…
Halaman 31
 


	207. 3. Menjamin keterkaitan  dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
dalam perencanaan pembangunan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan
sumberdaya secara efisien, efektif dan
adil.
Tujuan & Fungsi Perencanaan
Pembangunan
Halaman 32
 


	208. Tujuan Perencanaan
Pembangunan
Mewujudkan penyelenggaraan  negara yang
berencana, bertahap, dan berkesinambungan
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa , serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial.
Halaman 33
 


	209. ANALISIS LINGKUNGAN
STRATEGIS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Halaman  34
 


	210. PENDEKATAN DAN MODEL
PERENCANAAN  PEMBANGUNAN
MODEL RULE OF THUMB
MODEL AGREGAT ATAU MODEL
MAKROEKONOMETRIK
MODEL OPTIMASI
MODEL MULTISEKTOR ATAU
MODEL INPUT-OUTPUT
MODEL ANALISIS BIAYA DAN
MANFAAT
TEKNIK-TEKNIK PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PENDEKATAN BAWAH-ATAS
(BOTTOM-UP) ATAU
ATAS BAWAH
(TOP- DOWN)
pendekatan
obyek, sektoral
atau bidang
pendekatan
gabungan atau
campuran
pendekatan
komprehensif
pendekatan
terpadu
PENDEKATAN
PENGKERUTAN
(REDUCED)
PENDEKATAN
PARSIAL
pendekatan proyek
demi proyek
PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Halaman 35
 


	211. Metode Model-Model Aplikasi  Tujuan Analisis
I. Matematik
Location Quetient Sektor Basis
Koefisien Spesialisasi Pemusatan Industri
Shift Share Analysis Sumber-sumber Pertumbuhan
COR dan ICOR Efisiensi dan Inefisiensi Penanaman Modal
Angka-angka pengganda Dampak sektoral
Programasi Linier Optimalisasi linear tujuan berdasarkan faktor-faktor kendala
Goal Programming Optimalisasi berdasarkan target-target tertentu
Masalah Tranportasi Keseimbangan transportasi asal dan tujuan
Gravitasi Daya Tarik Lokasi
II. Ekonometrik
Regresi Sederhana/Berganda Kausalitas antara dependent dengan independent variable
Probit dan Logit Kausalitas antara dependent kategori dengan independent variable
Simultan Pengaruh variabel eksogen terhadap endogen secara
simultan
Dinamik Hubungan-hubungan jangka panjang
Multivariat Penentuan kategori atau Kelompok variabel dependent
Persamaan Struktural Analisis jalur pada variabel-variabel observed dan
unobserved
III. Keseimb
Umum
Analisis Input-Output Leading sector, proyeksi, kebijakan
Social Accounting Matrix Multiplier, distribusi pendapatan, kemiskinan, kebijakan
Computable General Equilibrium Dampak kebijakan pembangunan secara makro dan mikro
METODE KUANTITATIF DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Halaman 36
 


	212. TARGET
PERTUMBUH-
AN EKONOMI
INVESTASI
EKSPOR
KEMISKINAN
KETIMPANGAN
IMPOR
SAVING
PAJAK
PENDAPATAN
PERKAPITA
Persamaan Dasar  : Y = C + ( I – S ) + (T – G ) + (X – M)
PENERAPAN METODE KUANTITATIF DALAM
PERENCANAAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SEKTORAL
EXPENDITURE
KONSUMSI
Halaman 37
 


	213. Strategic thinker
 Berorientasi  pada sistem, berfikir secara holistik dan menggunakan
sudut pandang helicopter;
 Memiliki kreatifitas, inovasi, instuisi dan memahami proses
pengetahuan yang mendalam;
 Berfikir futuristik dan mendukung berfikir visioner;
 Bertindak sebagai radar lingkungan eksternal dan internal organisasi;
 Bertindak sebagai eksplorer;
 Mampu beradaptasi terhadap lingkungan;
 Memiliki hasrat untuk berkompetisi;
 Memiliki spesialisasi;
 Memiliki pengetahuan finansial dan manajemen;
 Sebagai seorang komunikator;
 Menginspirasi dan mengarahkan kelompok;
 Berfikir jernih.
Kompetensi Strategic Thinker :
“
Halaman 38
 


	214. Strategic Thinking
Mengembangkan kemampuan  sesorang dalam :
• Bekerja sama
• Memecahkan masalah
• Berfikir kritis
Sebagai alat untuk menghadapi :
• Perubahan
• Merencanakan sesuatu
• Memimpikan kemungkinan
dan peluang baru
Halaman 39
 


	215. Analisis Lingkungan
Analisis lingkungan  sering disebut juga sbg:
• Analisis SWOT (strengths, weaknesses,
opportunities, and threats);
• Performance audit;
• Situation audit;
• Environmental assessment.
Halaman 40
 


	216. Analisis Lingkungan
Data dan
Analisis
Tujuan  dan
Sasaran
Alternatif
Rencana :
Pengembangan,
evaluasi,
seleksi
Rencana Implementasi
Analisis
Lingkungan
Visi dan
Misi
Isu-Isu
Strategis
Strategi Rencana
Tindakan
Perencanaan Komprehensif
Perencanaan Strategis
Halaman 41
 


	217. Analisis Lingkungan
Aspek “Sumber  Informasi”
Analisis
Lingkungan
Eksternal
• Kekuatan
(Strengths)
• Kelemahan
(Weaknesses)
• Peluang
(Opportunities)
• Ancaman (Threats)
Analisis
Lingkungan
Internal
Halaman 42
 


	218. Analisis Lingkungan
Aspek “Waktu”
Kinerja
Di  masa
lalu
Situasi
Saat
Ini
Prediksi
Ke
Depan
Database
Sistem
Informasi
Manajemen
Sistem
Informasi
Manajemen
Halaman 43
 


	219. Analisis Lingkungan Eksternal
Forces  & Trends
di lingkungan
eksternal
Stakeholders
(clients, customers,
payers, etc)
Actual/ Potential
Competitors or
collaborators
Analisis Lingkungan eksternal ditentukan terlebih dahulu baru
melakukan analisis peluang dan ancaman dari :
•Otonomi
daerah
•PAD
•Globalisasi
•Teknologi
informasi
•dsb
•Rencana
pengembangan
•Rencana sektoral
•Rencana Kawasan/
Pewilayahan
•Proses pembuatan
keputusan
•Kompetisi dari
kota atau
negara
tetangga dalam
bidang bisnis
yang sama
Halaman 44
 


	220. Analisis Lingkungan Internal
Sumber  daya/
Resources
(input)
Strategi/
kebijakan saat ini
(proses)
Kinerja
(output)
Analisis kekuatan dan kelemahan dari :
•SDA
•SDM
•Dana
•Sosial-budaya
•dsb
•Rencana
pengembangan
•Rencana sektoral
•Rencana Kawasan/
Pewilayahan
•Proses pembuatan
keputusan
•Hasil-hasil
pembangunan
•Hasil
perkembangan
•Hasil
Pembangunan
•dsb
Halaman 45
 


	221. Proses Perencanaan
1. Proses  Politik : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses
perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan
dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan
Presiden / Kepala Daerah terpilih selama kampanye.
2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh
perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi
yang secara fungsional melakukan perencanaan
3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para
pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) 
Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang
4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran
prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam
hirarki pemerintahan
Halaman 46
 


	222. Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL  DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJP Nasional)
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP Daerah)
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJM Nasional)
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM Daerah)
Rencana Strategis Kementerian /
Lembaga (Renstra-KL)
Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
Rencana Kerja Kementerian /
Lembaga (Renja-KL)
Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
Halaman 47
 


	223. Alur Perencanaan dan  Penganggaran
Diacu Diperhatikan
Diserasikan Melalui
Musrenbang
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
Renstra
KL
Renja
- KL
RAPBN
RKA-
KL
APBN
Rincian
APBN
Pedoman Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerintah
Pusat
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
Daerah
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBD
RKA -
SKPD
APBD
Rincian
APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN
Pemerintah
Daerah
UU KN
Bahan
Bahan
Bahan
Bahan
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	224.  RPJP merupakan  payung bagi seluruh lembaga tinggi
negara dalam melaksanakan tugas perencanaan
pembangunan;
 Mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh
masyarakat beserta strategi untuk mencapainya;
 Merupakan produk dari semua elemen bangsa,
masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga tinggi negara,
organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik;
 RPJP menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah. Dalam penyusunan RPJP Daerah dimungkinkan
adanya penekanan prioritas yang berbeda-beda sesuai
dengan kebutuhan daerah masing-masing. Hal ini sesuai
dengan semangat otonomi daerah.
Peran dan Fungsi RPJP
Halaman 49
 


	225. Penyusunan Rencana Pembangunan  Jangka Panjang (RPJP) Nasional
<Satu Tahun Sebelum Berakhir RPJP Yang Berlaku>
Presiden
Menteri
PPN
Penyelenggara
Negara
Masyarakat
DPR
Evaluasi
RPJP(-1)
Evaluasi
RPJP(-1)
Evaluasi
RPJP(-1)
Pemikiran
Visioner
Pemikiran
Visioner
Pemikiran
Visioner
Rancangan
Awal RPJP
Musrenbang
Jangka Panjang
Rancangan Akhir
RPJP Nas
Diajukan
sebagai RUU
RPJP Inisiatif
Pemerintah
Ditetapkan
Dengan Undang-
Undang
RPJP Nasional
Dihimpun dan
Dikaji
Aspirasi
Pemangku
Kepentingan
Aspirasi
Pemangku
Kepentingan
Acuan bagi
RPJP Daerah
MEKANISME PENYUSUNAN RPJP NASIONAL
Halaman 50
 


	226. Isi RPJP
NASIONAL DAERAH
Penjabaran  Tujuan
Nasional kedalam:
• Visi dan Penjabarannya;
• Misi;
• Arah Pembangunan
Nasional
• Kewilayahan
• Sarana – Prasarana
• Bidang Kehidupan
Mengacu pada RPJP
Nasional dan memuat:
• Visi dan Penjabarannya;
• Misi;
• Arah Pembangunan Daerah
• Kewilayahan
• Sarana Prasarana
• Urusan Wajib
• Urusan Pilihan
Halaman 51
 


	227. Visi Indonesia 2025
INDONESIA  YANG MANDIRI, MAJU,
ADIL DAN MAKMUR
Mandiri Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat
dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada
kemampuan dan kekuatan sendiri.
Maju Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan
kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.
Adil Tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar
individu, gender, maupun wilayah.
Makmur Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat
memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa
lain di dunia.
Halaman 52
 


	228. Misi Pembangunan
1. Mewujudkan  masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia
internasional
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	229. Arah Pembangunan Jangka  Panjang:
PEMBANGUNAN DAYA SAING BANGSA
1. Sumberdaya Manusia yang Berkualitas;
2. Perekonomian Domestik dengan
Orientasi dan Berdayasaing Global;
3. Penguasaan, Pengembangan, dan
Pemanfaatan Iptek;
4. Sarana dan Prasarana yang Memadai
dan Maju;
5. Reformasi Hukum dan Birokrasi.
Halaman 54
 


	230. Pembangunan
Pendidikan
Pembangunan
Kesehatan
Pembangunan
pemberdayaan
perempuan, anak
dan pemuda
Pengendalian  dan
laju pertumbuhan
penduduk
1. Membangun
Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas
Halaman 55
 


	231. Transformasi Ekonomi
Pengembangan Investasi  untuk
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
bekualitas
Perdagangan luar negeri yang lebih
menguntungkan dan mendukung
perekonomian nasional
Perekonomian dikembangkan
berlandaskan Prinsip Demokrasi
Ekonomi
Kelembagaan ekonomi dikembangkan
sesuai dinamika kemajuan ekonomi
Struktur perekonomian diperkuat
dengan Sektor Industri sebagai
penggerak didukung Sektor Pertanian
dalam arti luas:
Pembangunan industri: struktur yang
sehat, IKM basis, keterkaitan yang kuat
Pembangunan Pertanian
Keuangan Negara: pengelolaan yang
transparan dan bertanggung jawab;
kemandirian (Pinjaman LN pada tingkat
yang aman); pajak sumber utama;
Pembiayaan untuk peningkatan
pelayanan publik.
Pengembangan Sektor Keuangan
2. Memperkuat Perekonomian
Domestik dengan Orientasi dan
Berdaya Saing Global
Halaman 56
 


	232. 3. Penguasaan, Pengembangan,  dan Pemanfaatan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
1. Dalam rangka pembangunan ekonomi berbasis
pengetahuan diperlukan:
 Penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi
barang dan jasa;
 Pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek;
 Pengembangan lembaga penelitian yang handal;
 Pengakuan terhadap hasil temuan dan hak atas
kekayaan intelektual.
2. Kegiatan pembangunan iptek diarahkan untuk:
 Menciptakan dan mengusai iptek (ilmu dasar, terapan,
sosial, dan humaniora) untuk menghasilkan teknologi;
 Memanfaatkan teknologi hasil penelitian,
pengembangan dan perekayasaan (litbang-rek).
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	233. Transportasi
Listrik,
Pemukiman
Sumber
Daya Air
Pos dan
telematika.
4.  Sarana dan Prasarana
yang Memadai dan Maju
Halaman 58
 


	234. 5. Reformasi Hukum  dan Birokrasi
 Pembangunan Hukum diarahkan:
mendukung petumbuhan ekonomi, mengatur
permasalahan terkait ekonomi, menciptakan
kepastian investasi;
 Pembangunan Aparatur Negara melalui
Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur negara dan Good
Governance.
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	235. RPJM 4
(2020-2024)
RPJM 1
(2005-2009)
Menata  kembali
NKRI,
membangun
Indonesia yang
aman dan damai,
yang adil dan
demokratis,
dengan tingkat
kesejahteraan
yang lebih baik.
RPJM 2
(2010-2014)
Memantapkan
penataan kembali
NKRI,
meningkatkan
kualitas SDM,
membangun
kemampuan
iptek,
memperkuat
daya saing
perekonomian.
RPJM 3
(2015-2019)
Memantapkan pem-
bangunan secara
menyeluruh dengan
menekankan pem-
bangunan keung-
gulan kompetitif
perekonomian yang
berbasis SDA yang
tersedia, SDM yang
berkualitas, serta
kemampuan iptek.
Mewujudkan masya-
rakat Indonesia
yang mandiri, maju,
adil dan makmur
melalui percepatan
pembangunan di
segala bidang
dengan struktur
perekonomian yang
kokoh berlandaskan
keunggulan
kompetitif.
STRATEGI PEMBANGUNAN
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	236. Penyusunan RPJM berpedoman  pada RPJP Nasional;
Merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
Presiden;
Memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum,
program Kementerian/Lembaga dan lintas
Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas
kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang
mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh
termasuk arah kebijakan fiskal.
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
Halaman 61
 


	237.  RPJM merupakan  acuan bagi seluruh lembaga tinggi
negara dalam melaksanakan tugas pembangunan;
 RPJM berfungsi untuk menyatukan pandangan dan
langkah seluruh lapisan masyarakat dalam
melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun
ke depan;
 RPJM menjadi acuan bagi setiap lembaga tinggi negara,
departemen dan lembaga pemerintah non departemen
dalam menyusun rencana strategis (Renstra);
 RPJM juga menjadi acuan pemerintah daerah dalam
menyusun rencana pembangunan jangka menengah
daerah (RPJM Daerah).
Peran dan Fungsi RPJM
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	238. Halaman 63
  


	239. Isi RPJM
RPJM NASIONAL
Penjabaran  visi, misi, program Presiden;
Berpedoman pada RPJP Nasional
RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;
Berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional
1. Strategi Pemb. Nasional
2. Kebijakan Umum
3. Kerangka Ekonomi Makro
4. Program – program
• Kementerian,
• Lintas kementerian,
• Kewilayahan, dan
• Lintas kewilayahan
yang memuat kegiatan pokok dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran
1. Strategi Pemb. Daerah
2. Kebijakan Umum
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
4. Program –program
• SKPD,
• Lintas SKPD,
• Kewilayahan,
• Lintas kewilayahan
yang memuat kegiatan pokok dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran
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	240.  Langkah awal  untuk melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah.
 Integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya
lain untuk menjawab perkembangan lingkungan strategik, nasional
dan global, serta tetap pada tatanan sistem manajemen nasional.
 Instrumen pertanggungjawaban.
 Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 1 s.d. 5 tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau
mungkin timbul.
 Mengandung unsur-unsur visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara
mencapainya (strategi) yang meliputi: kebijaksanaan, program, dan
kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa
depan.
Rencana Strategis
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	241.  Organisasi dapat  menyiapkan perubahan secara proaktif,
tidak sekedar bereaksi terhadap perubahan keadaan
sekitar.
 Organisasi dapat mengelola keberhasilan.
 Organisasi dapat lebih berorientasi ke masa depan.
 Organisasi dapat lebih adaptif.
 Organisasi dapat memberikan pelayanan prima.
 Komunikasi dalam organisasi akan meningkat.
Manfaat Renstra
Halaman 66
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